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Abstract. Narcotics crime is different from crime in general because it is transnational, 

carried out using high modus operandi, sophisticated technology, supported by a wide 

network of organizations, and has caused many victims, especially among the young 

generation of the nation which is very dangerous to the lives of the people, the nation, and 

country. Narcotics crime is usually carried out by a crime network that operates across 

countries. This is possible because places where certain types of narcotics are made are 

different from countries where certain types of narcotics are sold. Objective: To be able to 

explain how the disparity in the decision of narcotics crime can distort the process of law 

enforcement, and be able to provide solutions that can be proposed to overcome the problem 

of distortion of law enforcement caused by the disparity in the decision of narcotics crime. 

method: normative legal research with a case study approach and statutory regulations, and 

the results: Disparity in the decision of narcotic crime in this thesis research case study is 

caused by the disparity in criminal charges itself. Disparity in decisions of narcotics crime 

distorts the law enforcement process because it can lead to legal uncertainty and gives law 

enforcement officials the opportunity to use it for their own interests in ways that violate the 

law. 
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Abstrak. Tindak pidana narkotika berbeda dengan tindak pidana pada umumnya karena 

bersifat transnasional, dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, 

teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak 

menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat 

membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana narkotika 

biasanya dilakukan oleh suatu jaringan kejahatan yang beroperasi lintas negara. Hal tersebut 

dimungkinkan karena tempat dimana jenis-jenis narkotika  tertentu  dibuat berbeda dengan 

negara dimana jenis-jenis narkotika tertentu tersebut  dijual.  Tujuan: Mampu memaparkan 

bagaimana disparitas putusan tindak pidana narkotika dapat mendistorsi proses penegakan 

hokum, dan mampu memberikan solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah 

distorsi penegakan hukum yang disebabkan adanya disparitas putusan tindak pidana 

narkotika. metode: penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan peraturan 

perundang- undangan, dan hasil: Dirparitas putusan tindak pidana narkotika dalam studi 

kasus penelitian ini disebabkan oleh disparitas tuntutan pidananya itu sendiri. Disparitas 

putusan tindak pidana narkotika mendistorsi proses penegakan hukum karena dapat 

menimbulkan ketidak pastian hukum dan memberi peluang kepada aparat penegak hukum 

untuk memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingannya sendiri dengan cara-cara yang 

melanggar hukum. 

 

Kata Kunci: Disparitas, Tindak Pidana, Narkotika, dan Penegakan Hukum 
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I. PENDAHULUAN 

Tindak pidana narkotika berbeda 

dengan tindak pidana pada umumnya 

karena bersifat transnasional, dilakukan 

dengan menggunakan modus operandi yang 

tinggi, teknologi canggih, didukung oleh 

jaringan organisasi yang luas, dan sudah 

banyak menimbulkan korban, terutama di 

kalangan generasi muda bangsa yang sangat 

membahayakan kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan negara, Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika, Bagian Menimbang, 

huruf e. Tindak pidana narkotika biasanya 

dilakukan oleh suatu jaringan kejahatan 

yang beroperasi lintas negara. Hal tersebut 

dimungkinkan karena tempat (negara) 

dimana jenis-jenis narkotika tertentu dibuat 

berbeda dengan negara dimana jenis-jenis 

narkotika tertentu tersebut dijual 

(dipasarkan). “Badan Narkotika Nasional 

(BNN) berkerjasama dengan sejumlah 

pihak berhasil menggagalkan 

penyelundupan 1,5 juta ekstasi asal China 

di Pelabuhan Tanjung Priok. 8 Orang 

berhasil diamankan dari operasi tersebut”.1 

Berdasarkan berita tersebut dapat diketahui 

bahwa dalam kasus tersebut; China sebagai 

negara produsen, sedangkan Indonesia 

sebagai negara konsumen.Tindak pidana 

narkotika juga pada umumnya dilakukan 

dengan cara menggunakan modus operandi 

(modus operasi) yang tinggi, yaitu modus 

operandi yang tidak biasa (unik) dan selalu 

berubah-ubah, sehingga sangat 

menyulitkan pihak yang berwajib untuk 

 
1 Detiknews, Kronologi Pengungkapan 

Penyelundupan 1,5 Juta Ekstasi Asal China, 

https://news.detik.com/berita/1926635/kronologi- 

pengungkapan-penyelundupan-15-juta-ekstasi-

asal-china, Berita Tanggal 28 Mei 2012, diunduh 

hari Senin tanggal 8 Juli 2019. 
2 Detiknews, Selundupkan Sabu 26 Kg Pakai 

Lukisan Religius, WN Taiwan Ditangkap di 

Batam, https://news.detik.com/berita/d-

3367798/selundupkan-sabu- 26-kg-pakai-lukisan-

religius-wn-taiwan-ditangkap-di-batam, berita 

tanggal 9 Desember 2016, diunduh hari Senin 

tanggal 8 Juli 2019. 

mengetahuianya. “Petugas gabungan 

membekuk 2 orang karena mencoba 

menyelundupkan sabu 26,7 Kg yang 

disamarkan dalam lukisan Bunda Maria. 

Dua pelaku tersebut adalah Cheng Ning 

Hung alias Tony Lee (WN Taiwan) dan 

Raden Novi Prawira (WNI)”.2 Menurut 

Budi Waseso, mantan Kepala Badan 

Narkotika Nasional (BNN), "Kini banyak 

cara penyelundupannya ada yang berbentuk 

cair atau tisu. Yang terbaru dalam bentuk 

majalah", “Budi Waseso menjelaskan, 

bahwa dalam satu lembar majalah 

merupakan bahan baku untuk sebanyak 

2.000 pil ekstasi”.3 

Teknologi canggih (modern) biasanya 

dipergunakan oleh para pelaku tindak 

pidana narkotika pada saat melakukan 

tindak pidana narkotika tersebut. Menurut 

Kepala BNN Komjen Budi Waseso; 

“Karena ketidakmampuan kita menelisik, 

karena peralatan mereka dan cara mereka 

yang lebih canggih dari kita. Ini harus kita 

akui bahwa jaringan internasional yang 

bekerja di kita ini mempunyai kekuatan 

yang luar biasa”.4 

Karena tindak pidana narkotika 

merupakan kejahatan transnasional maka 

jaringan pelaku tindak pidana narkotika 

bersifat luas (berupa organisasi kejahatan), 

meliputi banyak orang dari berbagai negara 

yang tentunya dikomandoi oleh satu 

pimpinan puncak yang berada 

(berkedudukan) di satu negara, tetapi dapat 

mengendalikan operasi kejahatan 

organisasi tersebut di beberapa negara yang 

3 TribunNews.com, Budi Waseso Ungkap 

Penyelundupan Narkoba Gaya Baru, Pakai 

Majalah, 

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/0

3/14/budi- waseso-ungkap-penyelundupan-

narkoba-gaya-baru-pakai- majalah, Berita tanggal 

14 Maret 2018, diunduh hari Senin tanggal 8 Juli 

2019. 
4 Detiknews, Teknologi Jaringan Sabu 1 Ton di 

Anyer Lebih Canggih dari BNN, 

https://news.detik.com/berita/d-

3558947/teknologi-jaringan- sabu-1-ton-di-anyer-

lebih-canggih-dari-bnn, Berita tanggal 13 Juli 

2017, diunduh hari Senin tanggal 8 Juli 2019. 
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berbeda. Menurut Kepala Bareskrim Polri 

Komjen Pol Ari Dono Sukmanto; “Fakta 

yang berangkat dari data mengungkapkan 

bahwa banyak jaringan narkotika di 

Indonesia dikendalikan oleh jaringan 

Malaysia”.5 

“Merujuk data BNN pada 2018, 

prevalensi angka penyalahgunaan narkoba 

di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi 

di Indonesia mencapai angkta 3,2 persen 

atau setara dengan 2,29 juta orang”.6 

Kemudian dikatakan juga; “Sementara, 

pada 2017, BNN mencatat angka prevalensi 

penyalahgunaan narkotika sebesar 1,77 

persen atau setara 3.376.115 orang pada 

rentang usia 10-59 tahun”.7 Apabila peneliti 

mengkomparasikan kedua data tersebut 

secara langsung, maka secara kasar dapat 

diprediksi bahwa “korban” penyalahgunaan 

narkotika di kalangan pelajar sekitar 65-

70% dari keseluruhan korban 

penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut 

dapat membuktikan bahwa korban 

penyalahgunaan narkotika sebagian besar 

adalah remaja (pelajar), dengan demikian 

dalam jangka panjang penyalahgunaan 

narkotika secara langsung membahayakan 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara 

Indonesia secara keseluruhan. 

Selain melibatkan jaringan kejahatan 

internasional, tindak pidana narkotika 

merupakan salah satu tindak pidana dengan 

nilai transaksi yang sangat besar. Kepala 

Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi 

Waseso menyebutkan; "Belanja narkotika 

di Indonesia tiap tahun tidak kurang dari Rp 

72 triliun", “berdasarkan penelisikan BNN, 

satu jaringan narkotika bisa menghasilkan 

Rp 3,6 triliun hanya dari perdagangan 

barang haram tersebut. Sementara itu, di 

Indonesia saat ini ada setidaknya 72 

jaringan narkotika internasional”. 

 
5 Kompas.com, Kabareskrim: Banyak Jaringan 

Narkotika Di Indonesia Dikendalikan Di 

Malaysia, 

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/11

133341/kab areskrim-banyak-jaringan-narkoba-

di-indonesia- dikendalikan-di-malaysia, berita 

tanggal 8 November 2017, diunduh hari Senin 

tanggal 8 Juli 2019. 

Bandingkan dengan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, 

menurut Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan; "Total RAPBD 2019 sebesar Rp 

89,08 triliun meningkat tujuh persen 

dibanding APBD 2018 sebesar Rp 83,26 

triliun" . Sedangkan APBD Provinsi Jawa 

Barat adalah; “…APBD Perubahan 2018 

nilainya mencapai Rp 33,259 triliun dari 

total anggaran di APBD 2018 sebesar Rp 

31,9 triliun” . Berdasarkan data tersebut 

dapat diketahui bahwa nilai transaksi 

narkotika di Indonesia untuk satu tahunnya 

sedikit dibahah nilai APBD DKI Jakarta 

tahun 2018, tetapi lebih dari dua kali lipat 

besarnya APBD Jawa Barat pada tahun 

2018, suatu jumlah yang luar biasa 

besarnya. 

Besarnya nilai transaksi narkotika di 

Indonesia pada akhirnya akan makin 

menyulitkan proses penindakan dan 

penegakan hukum terkait dengan tindak 

pidana narkotika tersebut. Hal itu 

disebabkan karena jaringan organisasi 

pelaku tindak pidana narkotika mempunyai 

kemampuan (terutama dari segi 

pembiayaan) untuk mempengaruhi bahkan 

menghambat proses penegakan hukum 

tindak pidana narkotika yang dimaksud. 

Salah satu caranya adalah dengan 

mempengaruhi aparat penegak hukum 

melalui “kekuatan” uang yang dimiliki oleh 

jaringan organisasi tindak pidana narkotika 

tersebut. 

Agar menimbulkan efek jera kepada 

pelaku tindak pidana narkotika, pemerintah 

memberlakukan tindakan yang tegas 

dengan menjatuhkan hukuman mati dan 

mengeksekusi mati pelaku tindak pidana 

narkotika. “Sepanjang periode tahun 2017 

sampai dengan awal tahun 2019, ada 

tambahan sedikitnya 98 terpidana kasus 

6 Kompas.com, BNN Sebut Penyalahgunaan Dan 

Peredaran Narkotika Semakin Meningkat, 

https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11

421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-

peredaran-narkotika-semakin- meningkat, Berita 

tanggal 26 Juni 2019, diunduh hari Senin tanggal 

8 Juli 2019. 
7 Ibid. 
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narkoba yang divonis hukuman mati oleh 

pengadilan. Jumlah tersebut terus 

bertambah seiring dengan masih ada 

banyaknya kasus-kasus narkoba lain yang 

masih berproses hukum”.8 Hal tersebut 

tidak akan berdampak secara signifikan 

untuk mengurangi jumlah pelaku tindak 

pidana narkotika apabila ternyata untuk 

tindak pidana narkotika yang tidak diancam 

dengan pidana mati, putusan pidananya 

sangat bervariasi (untuk tindak pidana 

narkotika yang relatif sama), dan putusan 

pidananya juga relatif ringan. Hal itulah 

yang menjadi latar belakang penelitian ini, 

sehingga penelitian ini layak untuk 

dilakukan. 

Das Sollen dari penelitian ini adalah 

adanya pemikiran bahwa untuk suatu tindak 

pidana narkotika yang sama, yang unsur-

unsurnya sama, yang diancam dengan suatu 

ancaman pidana yang sama, maka putusan 

pidananya seharusnya relatif sama. Pada 

kenyataannya (das sein), untuk suatu tindak 

pidana narkotika yang relatif sama, pelaku 

tindak pidana dapat diputus berupa pidana 

yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Disparitas putusan pidana narkotika 

tersebut apa akhirnya menjadi salah satu 

sebab adanya distorsi (gangguan) proses 

penegakan hukum dan melukai rasa 

keadilan para pihak yang terkait dengan 

putusan tersebut. 

Bagaimana pun juga Majelis Hakim 

yang memeriksa dan memutus suatu tindak 

pidana narkotika di pengadilan mempunyai 

kebebasan sepenuhnya untuk memberikan 

putusannya tanpa ada paksaan atau tekanan 

dari pihak manapun juga. “Kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakan hukum dan 

keadilan”, Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 

ayat (1). Masing-masing Majelis Hakim 

 
8 Berita Satu, 2017-2019, Ada Tambahan 98 

Terpidana Mati Kasus Narkoba, 

https://www.beritasatu.com/nasional/541104/201

72019-ada-tambahan-98-terpidana-mati-kasus-

mempunyai pertimbangan hukumnya 

sendiri. Bahwa tradisi hukum eropa 

kontinental (civil law) yang berlaku di 

Indonesia pada prinsipnya tidak 

menempatkan yurisprudensi (putusan 

hakim sebelumnya pada perkara yang 

sama) sebagai sesuatu yang wajib untuk  

diikut oleh Majelis Hakim yang lainnya. 

Tetapi diharapkan kebebasan Majelis 

Hakim tersebut dapat memberikan 

kepastian hukum dan memberikan efek jera 

yang dapat berperan sebagai salah satu 

upaya pencegahan terjadinya tindak pidana 

serupa dikemudian hari. 

Dengan demikian penelitian dengan 

judul “DISTORSI PENEGAKAN  

HUKUM BERUPA DISPARITAS 

PUTUSAN TINDAK PIDANA 

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

DAN SOLUSI UNTUK 

MENGATASINYA” layak untuk 

dilakukan. 

Identifikasi masalah penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana disparitas putusan tindak 

pidana narkotika dapat mendistorsi 

proses penegakan hukum? 

2. Bagaimana solusi yang dapat diusulkan 

untuk mengatasi masalah distorsi 

penegakan hukum yang disebabkan 

adanya disparitas putusan tindak pidana 

narkotika? 

 

II. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

hukum normatif. Metode pendekatan yang 

dapat dipergunakan di dalam penelitian 

hukum normative diantaranya adalah;9 (1) 

pendekatan perundang-undangan, (2) 

pendekatan konsep, (3) pendekatan analitis, 

(4) pendekatan perbandingan, (5) 

pendekatan histori, (6) pendekatan filsafat, 

dan (7) Pendekatan kasus. 

narkoba, berita tanggal 1 Maret 2019, diunduh hari 

Senin tanggal 8 Juli 2019. 
9 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian 

Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 

2012, hlm. 300. 



56 

 

Program Studi S2 Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung 

Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 9 No. 2 September 2019 Dodo S. Distorsi Penegakan ... 

Penelitian hukum normatif dapat 

menggunakan beberapa metode pendekatan 

secara bersama-sama, sesuai dengan 

kebutuhan penelitian itu sendiri. Di dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan dua 

pendekatan penelitian secara sekaligus, 

yaitu metode pendekatan perundang-

undangan dan metode pendekatan kasus. 

Metode pendekatan perundang-undangan 

dipergunakan oleh peneliti karena judul dari 

penelitian ini sendiri terkait secara langsung 

dengan eksistensi undang-undang tertentu, 

yaitu undang-undang terkait dengan 

narkotika. Sementara itu pendekatan kasus 

dipergunakan oleh peneliti karena di dalam 

penelitian ini dipergunakan beberapa 

putusan perkara tindak pidana narkotika 

sebagai bahan kajian terkait dengan adanya 

disparitas putusan yang dimaksud 

meskipun menggunakan ancaman hukuman 

dengan pasal yang sama. 

Pada dasarnya data penelitian terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu data primer dan 

data sekunder. Perbedaan kedua jenis data 

tersebut terletak dari bagaimana data 

penelitian tersebut diperoleh oleh peneliti. 

Apabila data penelitian tersebut diperoleh 

secara langsung oleh peneliti di lapangan, 

sehingga keberasaan data tersebut 

dikhususkan hanya untuk penelitian ini 

saja, maka disebut sebagai data primer. 

Sementa itu apabila data yang diperlukan 

penelitian ini diperoleh oleh peneliti tidak 

secara langsung, tetapi di peroleh di tempat- 

tempat dimana biasanya data tersebut 

berada,10 misalnya; perpustakaan, tempat 

penyimpanan arsip, dan tempat-tempat 

lainnya, maka disebut sebagai data 

sekunder. Data sekunder adalah jenis data 

yang tidak secara khusus tersedia untuk satu 

 
10 Harnovinsah, Metodologi Penelitian, Pusat Bahan 

Ajar dan Elearning, Universitas Mercu Buana, 

https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelit

ian/Met%2 0Pen%20UMB%203-ok.pdf, diunduh 

hari Senin tanggal 8 Juli 2019. 
11 Jhon Hendri, Data Sekunder, Riset Pemasaran, 

Universitas Gunadarma, 2009, 

hendri.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/15

730/DATA+SEKUNDER.pdf, diunduh hari Senin 

tanggal 8 Juli 2019. 

penelitian tertentu saja, tetapi dapat 

dipergunakan untuk berbagai keperluan 

yang berbeda.11 

Bahan hukum sekunder adalah bahan 

hukum pendukung yang berfungsi untuk 

lebih menjelaskan informasi yang terdapat 

di dalam bahan hukum primer. Sebuah 

penelitian hukum normatif dimungkinkan 

hanya memiliki bahan hukum primer saja 

dan tidak memiliki bahan hukum sekunder. 

Sementara itu adalah tidak mungkin (tidak 

diperbolehkan) sebuah penelitian hukum 

normatif hanya didukung oleh bahan 

hukum sekunder saja tanpa adanya bahan 

hukum primer. 

Data sekunder yang sudah 

dikelompokan menjadi bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier kemudian 

dikumpulkan sesuai dengan bahasan yang 

sedang disusun laporan penelitiannya. 

Adapun teknik yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan, memproses, dan mengkaji 

ketiga bahan hukum tersebut disebut studi 

dokumenter.12 Diantara ketiga bahan 

hukum tersebut (bahan hukum primer, 

sekundar, dan tersier) harus dapat saling 

mendukung satu dengan lainnya, dan tidak 

bertentangan sehingga terjadi sinkronisasi13 

diantara berbagai bahan hukum tersebut. 

Bahan hukum primer diusahakan terlebih 

dahulu ketersediaannya. Aktifitas 

penelitian dalam hal mengumpulkan bahan 

hukum primer disebut sebagai inventarisasi 

hukum positif.14 

Analisis data pada penelitian ini yang 

merupakan penelitan yuridis normatif 

adalah analisis data kualitatif.15 Data 

kualitatif merupakan data yang terdiri dari 

kata-kata dan tersusun dalam bentuk uraian 

kalimat. Sedangkan analisis data yang 

12 Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, 

Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

Dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2013, hlm. 19. 
13 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian 

Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 

94. 
14 Op.cit., hlm. 81. 
15 Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, op.cit., 

hlm. 12. 
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dilakukan didalam penelitian ini bersifat 

yuridis kualitatif dengan menggunakan 

instrument berupa; (1) penafsiran hukum, 

(2) konstruksi hukum, dan (3) wawancara 

dan kuesioner (apabila diperlukan).16 

Berikut ini adalah beberapa teknik 

penafsiran hukum, diantaranya adalah 

penafsiran;17 (1) gramatikal, yaitu 

penafsiran menurut bahasa sehari-hari, (2) 

historis, yaitu penafsiran berdasarkan 

sejarah hukum, (3) sistimatis, yaitu 

menafsirkan undang-undang sebagai bagian 

dari keseluruhan sistem perundang-

undangan, (4) teleologis, yaitu penafsiran 

menurut makna/tujuan kemasyarakatan, (5) 

perbandingan hukum, yaitu penafsiran 

dengan cara membandingkan dengan 

kaedah hukum di tempat lain, dan (6) 

futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang 

berpedoman pada undang-undang yang 

belum mempunyai kekuatan hukum. 

Tipe penelitian18 hukum yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

(hukum) yuridis normatif19 atau penelitian 

hukum doktrinal.20 Dengan demikian 

menggunakan Teori Kebenaran 

Pragmatik21 dengan metode deduksi.22 

menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji 

penelitian (hukum) yuridis normatif adalah 

“penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder  belaka”.23 Menurut aliran 

pragmatisme,24 “kecerdasan merupakan 

sesuatu yang bersifat kreatif dan 

 
16 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Monograf 

Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum Dan 

Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu 

Hukum, Bandung, 2013, hlm. 4. 
17 Sovia Hasanah, Arti Penafsiran Hukum 

Argumentum A Contrario, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasa

n/lt58b4df 16aec3d/arti-penafsiran-hukum-

iargumentum-a-contrario-i, diunduh hari Senin 

tanggal 8 Juli 2019. 
18 Lili Rasjidi dan Ira  Thania  Rasjidi,  Op.cit., hlm. 

25. 
19 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian 

Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 

41. 
20 Op.cit., 2013, hlm. 42. 

pengalaman merupakan unsur terpokok 

dalam segala pengetahuan”. 

Metode penelitian hukum normatif ini 

menggunakan konsep hukum yang 

modern,25 dimana hukum bukan hanya 

terdiri dari kaidah atau norma, melainkan 

juga merupakan suatu gejala sosial 

(khususnya perdagangan). Dengan 

demikian    landasan    teori    yang   

dipergunakan didalam penelitian ini sudah 

tidak lagi menggunakan mazhab 

positifisme hukum (abad 19) karena 

mazhab tersebut tidak dapat menjelaskan 

hukum sebagai suatu gejala sosial. Dengan 

demikian teori hukum yang digunakan 

didalam penelitian ini adalah teori-teori 

hukum yang dapat menjelaskan hukum 

sebagai gejala sosial,26 tidak dapat 

menggunakan teori normatif atau teori 

yuristik sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Hans Kelsen.27 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

"Diketahui bahwa penyalahgunaan 

narkotika dari tahun ke tahun prevalensinya 

terus meningkat. Hasil survei yang 

dilakukan oleh BNN (Badan Narkotika 

Nasional) dan Puslitkes (Pusat Penelitian 

Kesehatan) UI tahun 2008 diperoleh angka 

prevalensi mencapai 1,9% dan pada tahun 

2011 meningkat hingga 2,2% atau lebih 

kurang 4 juta penduduk Indonesia usia 10 

sampai dengan 60 tahun sebagai penyalah 

21 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian 

Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 

2012, hlm, 119. 
22 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Op.cit., hlm. 2. 
23 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian 

Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 15. 
24 Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono 

Soemargono, Pengantar Filsafat, Tiara Wacana, 

Yogyakarta, 2004, hlm. 129. 
25 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Monograf 

Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum Dan 

Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu 

Hukum, Bandung, 2013, hlm. 4. 
26 Hans Kelsen, Penerjemah: Raisul Muttaqien, 

Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, 

Nusamedia, Bandung, 2013, Hlm. 235. 
27 Ibid. 
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guna narkotika. Pada tahun 2011 data dari 

UNODC (United Nation Office on Drugs 

and Crime) diperkirakan bahwa antara 167 

juta sampai 315 juta atau 3,6% sampai 

dengan 6,9% penduduk dunia usia 15-64 

tahun menggunakan narkotika minimal 

sekali dalam setahun. Perlu kita waspadai 

meningkatnya narkotika jenis baru (New 

Psychoactive Substances, NPS) di dunia, 

dimana saat ini terdapat 354 jenis NPS dan 

di Indonesia ditemukan 29 NPS".28 

Terhadap suatu tindak pidana narkotika 

pada dasarnya dapat diupayakan 

pencegahannya. Pencegahan yang 

dimaksud dapat dikategorikan sebagai; 

pencegahan primer, pencegahan sekunder, 

dan pencegahan tersier. Yang dimaksud 

dengan pencegahan primer adalah 

pencegahan terhadap orang yang belum 

pernah menggunakan narkotika. 

Pencegahan sekunder adalah pencegahan 

yang dilakukan terhadap orang yang rentan 

melakukan penyalahgunaan narkotika. 

Adapun pencegahan tersier adalah 

pencegahan yang ditujukan kepada orang 

yang sudah menggunakan atau mempunyai 

ketergantungan terhadap penggunaan 

narkotika. Terkait dengan pencegahan yang 

bersifat sekunder, hal tersebut dimaksudkan 

agar orang yang pernah menggunakan zat 

adiktif tidak terlanjur menjadi 

ketergantungan terhadap zat adiktif 

tersebut. 

Zat adiktif adalah obat-obatan serta 

bahan-bahan aktif lainnya yang apabila 

dikonsumsi oleh manusia, maka dapat 

menimbulkan ketergantungan atau adiksi 

yang sulit dihentikan dan menimbulkan 

perasaan ingin menggunakannya secara 

terus-menerus. Apabila penggunaan zat 

adiktif tersebut dihentikan, maka dapat 

memberi efek rasa lelah luar biasa atau rasa 

sakit luar biasa. Zat adiktif salah satunya 

terdapat di dalam berbagai zenis narkotika. 

 
28 Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian 

Kesehatan RI, Sekapur Sirih. 
29 Sabarinah Prasetyo, Diah Setia Utami, Prevensi 

Sekunder Pemakaian Zat adiktif, Buletin Jendela 

Penggunaan zat adiktif akan 

mempengaruhi susunan saraf pusat 

sehingga mempengaruhi proses mental 

seperti; penggunanya merasa senang atau 

menghilangkan rasa nyeri.29 Zat adiktif 

dapat dipergunakan untuk kepentingan 

pengobatan, yaitu untuk kepentingan terapi 

terhadap pasien yang menderita penyakit 

tertentu. Zat adiktif juga dapat 

dipergunakan untuk kepentingan penelitian, 

salah satunya untuk penelitian bidang 

farmasi untuk menemukan obat jenis baru 

untuk suatu penyakit tertentu. Penggunaan 

zat adiktif untuk kepentingan medis harus 

diawasi secara ketat karena apabila disalah 

gunakan zat adiktif tersebut dapat menjadi 

zat psikoaktif yang dapat menimbulkan 

kerusakan kesehatan fisik dan mental. 

Secara sederhana dapat dikategorikan 

sebagai penyalahgunaan zat psikoaktif 

apabila seseorang menggunakannya secara 

rutin paling sedikit satu bulan satu kali 

tanpa alasan medis.30 

Tentang bagaimana seseorang dapat 

menjadi pengguna tetap (kecanduan) 

menggunakan zat adiktif (missal; 

narkotika) dapat diterangkan dengan 

menggunakan beberapa teori sebagaimana 

dibawah ini.31 

1. Kontinum pemakaian narkotika. 

Progres alamiah pemakaian zat adiktif 

ditandai dengan tahapan yang berurutan 

(sequential stages). Kontinum 

(rangkaian) pemakaian zat adiktif 

mempunyai dua kutub tetap, yaitu 

abstinensi (usaha pengontrolan diri dari 

hal yang kurang baik) dan adiksi 

(kecanduan atau ketergantungan secara 

fisik dan mental terhadap suatu zat atau 

ketergantungan secara fisik maupun 

psikologis terhadap obat-obatan). 

Pemakaian zat adiktif, baik sosial, 

teratur, atau bermasalah, sampai adiksi, 

merupakan perilaku (tanggapan atau 

Data Dan Informasi Kesehatan, Semester I, 2014, 

ISSN 2088-270X, hlm. 23. 
30 Ibid. 
31 Sabarinah Prasetyo, Diah Setia Utami, op.cit., 

hlm. 23-25. 
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reaksi individu terhadap rangsangan 

atau lingkungan), bukan kondisi 

(persyaratan atau keasaan). Kontinum 

(rangkaian) pemakaian zat adiktif 

diawali dari mencoba menggunakan zat 

adiktif (experimental use), kemudian 

meningkat menjadi menggunakan zat 

adiktif sesekali (rare use). Pada tahapan 

selanjutnya pada umumnya dipengaruhi 

oleh lingkungan teman atau kerabat 

yang menggunakan zat adiktif, atau 

disebut juga penggunaan sosial (social 

use). Pada tahapan selanjutnya yang 

lebih buruk lagi adalah karena dapat 

berlanjut menjadi biasa menggunakan 

(habitual use) zat adiktif. Pada tahapan 

ini sering mendatangkan masalah 

terkait pemakaian zat adiktif tersebut 

(problematic use). Tahap terakhir 

adalah kecanduan atau adiksi. Apabila 

sudah mencapai tahap kecanduan 

(adiksi), sel-sel syaraf akan mengalami 

adaptasi terhadap penggunaan zat 

adiktif tertentu tersebut. Apabila sudah 

mencapai tahap adaptasi, maka dosis zat 

adiktif yang sama tidak akan 

mempunyai pengaruh yang sama lagi. 

Dengan demikian orang yang sudah 

kecanduan menggunakan zat adiktif 

dimana sel-sel syarafnya sudah 

beradaptasi, cenderung untuk 

menggunakan zat adiktif dengan dosis 

yang terus meningkat untuk 

memperoleh efek yang diharapkan. 

Pada tahapan tersebut orang yang 

dimaksud sudah mencapai tahap 

ketergantungan secaha psikis dan fisik. 

2. Teori Perubahan. Teori perubahan 

menguraikan kontinum penggunaan zat 

adiktif secara berurutan adalah sebagai 

berikut; (1) prekontemplasi, (2) 

kontemplasi, (3) preparasi, (4) aksi atau 

kegiatan, (5) pemeliharaan 

(maintenance), dan (6) kambuh 

(relapse). Teori perubahan ini menjadi 

dasar motivational interviewing serta 

motivational enhancement therapy yang 

merupakan dua macam gaya konseling 

agar timbul motivasi intrinsik yang 

diperlukan untuk perubahan perilaku. 

Motivational interviewing atau 

wawancara motivasi (MI) adalah 

pendekatan konseling yang 

dikembangkan sebagian oleh psikolog 

klinis William R. Miller dan Stephen 

Rollnick. Ini adalah gaya konseling 

direktif, berpusat pada klien untuk 

memunculkan perubahan perilaku 

dengan membantu klien untuk 

mengeksplorasi dan menyelesaikan 

ambivalensi (perasaan tidak sadar yang 

saling bertentangan terhadap situasi 

yang sama atau terhadap seseorang pada 

waktu yang sama). Dibandingkan 

dengan konseling non-directive, itu 

lebih fokus dan diarahkan pada tujuan, 

dan berangkat dari terapi tradisional 

yang berpusat pada klien. Rogerian 

melalui penggunaan arahan ini, di mana 

terapis berusaha untuk mempengaruhi 

klien untuk mempertimbangkan 

membuat perubahan, daripada terlibat 

dalam non-directive eksplorasi 

terapeutik. Pemeriksaan dan  resolusi 

ambivalensi adalah tujuan utama, dan 

konselor sengaja mengarahkan dalam 

mengejar tujuan ini. MI didefinisikan 

secara terpusat bukan oleh teknik tetapi 

oleh semangatnya sebagai gaya 

fasilitatif untuk hubungan interpersonal. 

Tahapan perubahan di atas tidak selalu 

berjalan sesuai dengan alur, seringkali 

ketika individu sudah masuk ke tahap 

kontemplasi (renungan dan sebagainya 

dengan kebulatan pikiran atau perhatian 

penuh) atau preparasi dapat kembali ke 

tahap prekontemplasi dengan berbagai 

sebab. Banyak faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut yang pada 

dasarnya dapat berasal dari internal 

individu atau lingkungan eksternal. 

Untuk dapat melewati tahapan tersebut 

individu mempunyai kemampuan 

berubah  atau motivasi yang berbeda 

sehingga waktu yang dibutuhkan juga 

berbeda antara satu individu dengan 

individu lainnya. 

3. Model Bio-psiko-sosial. Pemakaian zat 

adiktif yang berkemungkinan 

menyebabkan ketergantungan dapat 
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dianalisis melalui teori bio-psiko-sosial. 

Menurut teori ini faktor biologis, 

psikologis dan sosial dapat menjadi 

penyebab maupun akibat dari 

pemakaian zat adiktif tersebut. Efek 

penyakit bio-psiko-sosial yang menjadi 

bagian dari masyarakat di antaranya 

mencakup juga beban umum akibat 

penyakit (global burden of disease) 

yang dapat diukur dengan 

menggunakan Disability Adjusted Life 

Years (DALY), yaitu  dengan cara 

menghitung beban akibat kematian dini 

dan tahun hidup dengan kecacatan. 

WHO (2004) melaporkan beban pada 

masyarakat dunia sebesar 8,9% yang 

disebabkan tembakau, alkohol dan 

narkoba ilisit  (bertentangan dengan 

hukum) lain. 

Prevalensi merokok pada penduduk 

usia lebih dari 10 tahun di Indonesa yaitu 

sebesar 66% pada laki-laki dan 5% pada 

perempuan (Riskesdas, Kemenkes, 2007), 

sedangkan estimasi besaran pemakaian zat 

adiktif ilisit (tidak termasuk rokok) sebesar 

1,98%, studi yang dilakukan oleh PPKUI-

BNN di tahun 2008 melakukan perhitungan 

biaya sosial ekonomi akibat pemakaian 

narkoba ilisit di Indonesia untuk setiap 

tahunnya sebesar 32,3 triliun rupiah. Biaya 

sebesar itu mencakup seluruh komponen 

termasuk biaya perawatan dan koreksi. 

Perhitungan beban penyakit di masyarakat 

sebesar  tersebut diatas telah 

mencakup juga terjadinya adiksi dan 

komplikasi penyalahgunaan zat adiktif 

tersebut dalam periode satu tahun (PPKUI-

BNN, 2008). Sedangkan menurut hasil 

studi di tahun 2011 diketahui bahwa 

kerugian sosial ekonomi di Indonesia dalam 

setahun akibat pemakaian zat adiktif 

mengalami peningkatan menjadi sebesar 44 

triliun rupiah dengan estimasi prevalensi 

(jumlah keseluruhan kasus penyakit yang 

terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu 

wilayah) sebesar 2,2% (PPKUI-BNN, 

2011). Jadi dengan melakukan pencegahan 

terjadinya adiksi narkoba dapat berarti 

mengurangi beban karena penyakit tersebut 

di masyarakat. 

Terkait dengan masalah narkotika, di 

Indonesa saat ini berlaku ketentuan 

sebagaimana diatur di dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2013 Tentang 

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika; “Narkotika adalah zat atau obat   

yang   berasal   dari   tanaman  atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, 

yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir 

dalam Undang-Undang ini”. 

Penggolongan narkotika di dalam 

undang- undang tentang narkotika tidak 

bersifat kaku karena dapat dilakukan 

perubahan berdasarkan peraturan menteri 

tanpa berlu melakukan perubahan undang-

undangnya (Pasal 6 ayat 3). Hal tersebut 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

undang-undang karena tidak harus cepat 

diganti pada saat diketahui adanya jenis 

narkotika baru yang belum terdapat 

klasifikasinya di dalam undang-undang 

narkotika tersebut. 

Jenis-jenis narkotika terus berkembang 

dari waktu ke waktu, hal tersebut cukup 

menyulitkan bagi penerapan undang-

undang narkotika pada saat harus 

berhadapan dengan suatu jenis narkotika 

baru yang belum di definisikan oleh 

undang-undang yang dimaksud. Hal 

tersebut salah satu “kelemahan” pada 

negara hukum dengan tradisi hukum eropa 

kontinental yang lebih mengedepankan 

undang-undang dibandingkan dengan 

yurisprudensi. Perkembangan jenis-jenis 

narkotika baru tidak lepas dari 

perkembangan ilmu pengetahuan itu 

sendiri, dengan demikian asas-asas 

penerapan undang-undang narkotika tidak 

dapat lagi hanya tersusun dari asas-asas 
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hukum saja, tetapi harus lebih luas daripada 

itu. Di dalam undang-undang tentang 

narkotika, asas-asas yang digunakannya      

adalah;      (1)      keadilan,     (2) 

pengayoman, (3) kemanusiaan, (4) 

ketertiban, (5) perlindungan, (6) keamanan, 

(7) keamanan, (8) nilai-nilai ilmiah, dan (9) 

kepastian hukum (Pasal 3). 

Tujuan pembentukan undang-undang 

tentang narkotika tersebut adalah; (1) 

menjamin ketersediaan Narkotika untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi; (2) mencegah, melindungi, dan 

menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan Narkotika; (3) 

memberantas peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; dan (4) menjamin 

pengaturan upaya rehabilitasi medis dan 

sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu 

Narkotika (Pasal 4). Dengan demikian 

ruang lingkup undang-undang narkotika 

tersebut meliputi “segala bentuk kegiatan 

dan/atau perbuatan yang berhubungan 

dengan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika” (Pasal 5). 

Pada dasarnya “narkotika hanya dapat 

digunakan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Pasal 7), tetapi 

oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab disalah gunakan untuk 

kepentingan-kepentingan yang dilarang 

oleh undang-undang. Ketersediaan 

narkotika untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dijamin oleh 

menteri (Pasal 9 ayat 1) dan diatur oleh 

peraturan menteri (Pasal 9 ayat 4). 

Narkotika golongan I hanya dapat 

dipergunakan untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan diawasi 

secara ketat oleh Badan Pengawasan Obat 

dan Makanan (Pasal 12 ayat 2). 

Karena potensi “bahaya”-nya yang 

tinggi, bukan hanya narkotikanya sendiri 

yang perlu diawasi secara ketat, tetapi 

prekursor narkotikanya juga perlu diatur 

dengan ketat. Pengaturan prekursos 

narkotika bertujuan untuk; (1) melindungi 

masyarakat dari bahaya penyalahgunaan 

Prekursor Narkotika; (2) mencegah dan 

memberantas peredaran gelap Prekursor 

Narkotika; dan (3) mencegah terjadinya 

kebocoran dan penyimpangan Prekursor 

Narkotika (Pasal 48). Terhadap prekursor 

narkotika tersebut dilakukan penggolongan 

menjadi dua golongan yang di dalam 

undang-undang narkotika penggolongan 

(Pasal 49 ayat 1) sebagaimana berikut: 

Golongan pertama; (1) Acetic Anhydride. 

(2) N-Acetylanthranilic Acid. (3) 

Ephedrine. (4) Ergometrine. (5) 

Ergotamine. (6) Isosafrole. (7) Lysergic 

Acid. (7) 3,4-Methylenedioxyphenyl-2- 

propanone. (8) Norephedrine. (9) 1-

Phenyl-2-Propanone. (10) Piperonal. (11)    

Potassium Permanganat. (12) 

Pseudoephedrine. Dan (13) Safrole. 

Sedangkan golongan yang kedua terdiri 

dari: (1) Acetone. (2) Anthranilic Acid. (3) 

Ethyl Ether. (4) Hydrochloric Acid. (5) 

Methyl Ethyl Ketone. (6) Phenylacetic Acid. 

(7) Piperidine. (8) Sulphuric Acid. Dan (9) 

Toluene. 

Akibat dari kecanduan narkotika bukan 

hanya mengganggu kesehatan fisik yang 

memerlukan penanganan secara medis 

melalui rehabilitasi medis, juga 

mengganggu kehidupan sosial pecandu 

narkotika tersebut sehingga diperlukan 

rehadilitasi sosial untuk 

“menyembuhkannya” (Pasal 54). 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

menjadi dasar pembentukan Badan 

Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana 

dimaksud Pasal 64 ayat 1. BNN 

“merupakan lembaga pemerintah 

nonkementerian yang berkedudukan di 

bawah Presiden dan bertanggung jawab 

kepada Presiden (Pasal 64 ayat 2). Selain 

dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 

2007 tentang Badan Narkotika Nasional, 

Badan Narkotika provinsi, dan Badan 

Narkotika kabupaten/kota, dinyatakan 

sebagai BNN, BNN provinsi, dan BNN 

kabupaten/kota berdasarkan Undang-

Undang ini. 
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Kewenangan BNN adalah “melakukan 

penyelidikan dan penyidikan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan  Prekursor Narkotika” (Pasal 

71). Kewenangan tersebut dilaksanakan 

oleh penyidik BNN (Pasal 72 ayat 1) yang 

diangkat oleh Kepala BNN (Pasal 72 ayat 

2). Perkara penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

Proses pemeriksaan perkara tindak pidana 

Narkotika dan tindak pidana Prekursor 

Narkotika pada tingkat banding, tingkat 

kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi 

pidana mati, serta proses pemberian grasi, 

pelaksanaannya harus didahulukan dan 

dipercepat (Pasal 74). Sementara itu 

“Penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan penyidik BNN berwenang 

melakukan penyidikan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika 

berdasarkan Undang- Undang ini” (Pasal 

81). Diantara penyidik kedua institusi 

tersebut dapat saling bekerjasama (Pasal 

83). Agar terjadi koordinasi yang baik 

diantara kedua institusi tersebut, maka 

“penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia memberitahukan secara tertulis 

dimulainya penyidikan kepada penyidik 

BNN begitu pula sebaliknya (Pasal 84). 

Berbeda dengan penanganan tindak 

pidana pada umumnya, terhadap pelaku 

tindak pidana narkotika dapat diberlakukan 

pembuktian terbalik di pengadilan. “Hakim 

berwenang meminta terdakwa 

membuktikan bahwa seluruh harta 

kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, 

dan setiap orang atau korporasi bukan 

berasal dari hasil tindak pidana Narkotika 

dan Prekursor Narkotika yang dilakukan 

terdakwa” (Pasal 98). Hal tersebut perlu 

dilakukan karena “seluruh harta kekayaan 

atau harta benda yang merupakan hasil 

tindak pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika dan tindak pidana pencucian 

uang dari tindak pidana Narkotika dan 

Prekursor Narkotika berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dirampas untuk 

negara dan digunakan untuk kepentingan: a. 

pelaksanaan pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan peredaran 

gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

dan b. upaya rehabilitasi medis dan sosial” 

(Pasal 101 ayat 3). Perampasan aset dapat 

dilakukan atas permintaan negara lain 

berdasarkan perjanjian antarnegara (Pasal 

102). 

Ketentuan pidana yang terdapat di 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

terdapat pengaturannya di dalam Pasal 111 

sampai dengan Pasal 148. 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

berlaku sejak diundangkan (Pasal 155), 

sementara itu undang-undang tersebut 

disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 

Oktober 2009. Meskipun demikian dengan 

diundangkannya undang-undang tersebut, 

tidak serta merta menggantikan undang-

undang terkait dengan narkotika 

sebelumnya. Semua peraturan perundang-

undangan yang merupakan peraturan 

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada saat 

Undang-Undang ini diundangkan,  masih 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dan/atau belum diganti dengan peraturan 

baru berdasarkan Undang-Undang ini 

(Pasal 152). 

Beberapa ketentuan yang terdapat di 

dalam pasal-pasal Undang-Undang  

Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika memerlukan adanya 

peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut 

terdapat pengaturannya di dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 

Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. Peraturan Pemerintah tersebut 

secara khusus dibuat sebagai pelaksanaan 

ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat 

(2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94,  Pasal  100  

ayat  (2),  dan  Pasal  101  ayat  (4) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

Dibandingkan  dengan  Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, di dalam Peraturan  Pemerintah  
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Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 

Tentang Pelaksanaan Undang- Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

terdapat satu definisi baru, yaitu tentang 

tanaman narkotika; “Tanaman Narkotika 

adalah jenis tanaman tertentu yang 

mengandung zat yang dapat dikategorikan 

ke dalam jenis Narkotika yang ditemukan di 

ladang atau di tempat lainnya dalam 

keadaan masih tertanam atau hidup” (Pasal 

1 angka 1). 

“Narkoba dan obat-obat terlarang 

merupakan kejahatan luar biasa yang dapat 

merusak tatanan kehidupan keluarga, 

lingkungan masyarakat, dan lingkungan 

sekolah, bahkan langsung atau tidak 

langsung merupakan ancaman bagi 

kelangsungan pembangunan serta masa 

depan bangsa dan negara”.32 Bagi sindikat 

pengedar narkotika internasional yang 

beroperasi di negara-negara yang sedang 

berkembang, Indonesia merupakan pasar 

yang potensial untuk memasarkan 

narkotika. Hal tersebut bukan saja menjadi 

masalah bagi Indonesia sendiri, tetapi 

menjadi masalah internasional yang 

memerlukan kerjasama internasional dalam 

rangka penanganannya.33 

Suatu tindak pidana merupakan salah 

satu bentuk dari perilaku yang menyimpang 

yang selalu ada dan melekat pada setiap 

masyarakat. Dengan kata lain tidak ada 

masyarakat yang tidak terdapat kejahatan di 

dalamnya. Perilaku menyimpang dalam 

bentuk tindak pidana tersebut merupakan 

suatu ancaman yang nyata terhadap norma-

norma sosial yang hidup di masyarakat dan 

menjadi dasar kehidupan bermasyarakat 

atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan 

ketegangan individual maupun ketegangan-

ketegangan sosial, jadi tindak pidana 

 
32 Wenda Hartanto, Penegakan Hukum Terhadap 

Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang 

Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional 

Yang Berdampak Pada Keamanan Dan 

Kedaulatan Negara, Jurnal Legislasi Indonesia, 

Vol. 14 No. 01 – Maret 2017, hlm. 2. 
33 Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh 

Anak, UMM Press, Malang, 2014, hlm. 30. 

tersebut dapat dilihat sebagai ancaman riil 

atau potensial terhadap berlangsungnya 

ketertiban sosial.34 

Sebab-sebab terjadinya tindak pidana 

narkotika menurut Graham Blaine adalah 

sebagaimana diuraikan dibawah ini:35 

1. Untuk membuktikan keberanian dalam 

melakukan tindakan-tindakan yang 

berbahaya dan mempunyai resiko. 

2. Untuk menantang suatu otoritas 

terhadap orangtua, guru, hukum atau 

instansi berwenang. 

3. Untuk mempermudah penyaluran dan 

perbuatan seksual 

4. Untuk melepaskan diri dari rasa 

kesepian dan ingin memperoleh 

pengalamanpengalaman emosional. 

5. Untuk berusaha agar dapat menemukan 

arti hidup. 

6. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi 

perasaan bosan, karena kurang 

kesibukan. 

7. Untuk menghilangkan rasa frustasi dan 

kegelisahan yang disebabkan oleh 

problema yang tidak bisa diatasi dan 

jalan pikiran yang buntu, terutama bagi 

mereka yang mempunyai kepribadian 

yang tidak harmonis. 

8. Untuk mengikuti kemauan kawan dan 

untuk memupuk solidaritas dengan 

kawan-kawan. 

9. Karena didorong rasa ingin tahu 

(curiosity) dan karena iseng (just for 

kicks). 

Alasan penggunaan narkotika pada 

kalangan orang dewasa adalah sebagai 

berikut:36 

1. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit 

kronis. 

34 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan 

Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 

42. 
35 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika 

Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 

2011, hlm. 12. 
36 Hari Sasangka, op.cit., hlm. 12. 
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2. Menjadi kebiasaan (akibat 

penyembuhan dan menghilangkan rasa 

sakit). 

3. Pelarian dari frustasi. 

4. Meningkatkan kesanggupan untuk 

berprestasi (biasanya sebagai zat 

perangsang). 

Di kalangan remaja, keinginan untuk 

menggunakan narkotika secara tidak legal 

dapat disebabkan karena:37 

1. Mereka yang ingin mengalami (the 

experience seekers) yaitu ingin 

memperoleh pengalaman baru dan 

sensasi dari akibat pemakaian 

narkotika. 

2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau 

mengelakkan realita hidup (the oblivion 

seekers) yaitu mereka yang 

menganggap keadaan terbius sebagai 

tempat pelarian terindah dan ternyaman. 

3. Mereka yang ingin merubah 

kepribadiannya (personality change) 

yaitu mereka yang beranggapan 

menggunakan narkotika dapat merubah 

kepribadian, seperti menjadi tidak kaku 

dalam pergaulan. 

Penegakan hukum merupakan salah 

satu upaya agar orang (masyarakat) dapat 

menaati hukum, baik secara sukarela 

maupun karena terpaksa. Dilihat dengan 

menggunakan perspektif sosiologis, 

ketaatan orang (masyarakat) terhadap 

hukum dapat disebabkan tiga hal yaitu; (1) 

takut melakukan dosa, karena melanggar 

larangan yang ditentukan oleh agama, (2) 

takut kekuasaan yang dimiliki oleh pihak 

penguasa karena sifat hukum yang bersifat 

imperatif; (3) takut bermuat jahat karena 

tahuk malu melakukan kejahatan.38 

Meskipun penegakan hukum terkait dengan 

 
37 Soedjono Dirdjosisworo, Pathologi Sosial, 

Alumni, Bandung, 2013, hlm. 70-71. 
38 Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Dalam 

Kajian sosiologis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2004, hlm. 142. 
39 Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna 

Narkoba Di Polda Jateng, Jurnal Hukum Khaira 

Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017, hlm. 602. 

tindak pidana narkotika saat ini dapat  

dilaksanakan secara maksimal dengan 

penerapan hukuman mati, tetapi pada 

kenyataannya hal tersebut (hukuman mati) 

tidak cukup membuat jera para pelaku 

tindak pidana narkotika. Indikasi hal 

tersebut dapat dilihat dari masih maraknya 

kejadian tindak pidana itu sendiri. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa 

penegakan hukum pidana terkait dengan 

penyalahgunaan narkotika di Indonesia 

belum dapat memberikan deterrent effect 

terhadap para pelakunya,39 bahkan para 

pelaku tindak pidana narkotika tersebut 

lebih cenderung untuk memperluas daerah 

operasinya.40 

Penegakan hukum terkait dengan tindak 

pidana narkotika sebagaimana dimaksud 

undang-undang narikotika mengandung 

upaya penanggulangan kejahatan baik 

secara penal maupun non penal. Yang 

dimaksud dengan upaya penanggulangan 

tindak pidana narkotika melalui jalur penal 

adalah penanganan melalui jalur hukum 

pidana, menitik beratkan pada sifat represif 

penegakan hukum sesudah terjadi kejahatan 

berupa sanksi pidana.41 Sedangkan 

penegakan hukum dengan upaya non penal 

lebih menitik beratkan pada sifat preventif, 

yaitu pencegahan sebelum kejahatan 

terjadi, maka sasaran utama upaya non 

penal tersebut adalah mencegah adanya 

faktor-faktor kondusif yang menjadi 

penyebab terjadinya kejahatan. Pencegahan 

yang dimaksud meliputi:42 

1. Pencegahan Primer, adalah pencegahan 

yang ditujukan kepada individu, 

kelompok atau masyarakat luas yang 

belum terkena kasus penyalahgunaan 

narkoba. Pencegahan diberikan dengan 

40 O.C. Kaligis & Associates, Narkoba dan 

Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum 

Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan, 

Alumni, Bandung, 2002, hlm. 260. 
41 Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup 

Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 2013, hlm. 

28. 
42 Yusuf Apandi, Katakan Tidak Pada Narkoba, 

Simbiosa Rekatama Mebia, Bandung, 2012, hlm. 

22. 



65 

 

Program Studi S2 Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung 

Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 9 No. 2 September 2019 Dodo S. Distorsi Penegakan ... 

memberikan informasi dan pendidikan 

meliputi kegiatan alternatif agar mereka 

terhindar dari penyalahgunaan narkoba 

serta memperkuat kemampuannya 

untuk menolak. 

2. Pencegahan Sekunder, adalah 

pencegahan yang ditujukan kepada 

individu, kelompok atau masyarakat 

luas yang rentan terhadap atau lebih 

menunjukkan adanya kasus 

penyalahgunaan narkoba. Pencegahan 

ini dilakukan melalui jalur pendidikan, 

konseling, dan pelatihan agar mereka 

berhenti, kemudian melakukan kegiatan 

positif dan menjaga agar mereka tetap 

lebih mengutamakan kesehatan. 

3. Pencegahan Tersier, adalah pencegahan 

yang ditujukan kepada mereka yang 

sudah menjadi pengguna atau yang 

telah menderita ketergantungan. 

Pencegahan dapat dilakukan melalui 

pelayanan medis, rehabilitasi, dan 

menjaga agar mereka tidak kambuh dan 

sakaw. 

Pentingnya menggunakan sarana penal 

dalam rangka menanggulangi kejahatan 

menurut Barda Nawawi Arief adalah:43 

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita 

tidak dapat hidup, sekarang maupun di 

masa yang akan datang tanpa pidana. 

2. Sanksi pidana merupakan alat atau 

sarana terbaik yang tersedia, yang kita 

miliki untuk menghadapi 

kejahatankejahatan atau bahaya besar 

serta untuk menghadapi ancaman- 

ancaman dari bahaya. 

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan 

penjamin yang utama/terbaik dan suatu 

ketika merupakan pengancam yang 

utama dari kebebasan manusia. Ia 

merupakan penjamin apabila digunakan 

secara hemat, cermat dan secara 

manusiawi, ia merupakan pengancam 

 
43 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam 

Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana 

Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 

2013, hlm. 31. 
44 Dian Herdian Silalahi, Penanggulangan Tindak 

Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES 

Narkoba Polres Tebing Tinggi, Jurnal Ilmiah 

apabila digunakan secara sembarangan 

dan secara paksa. 

Pada saat seseorang tertangkap tangan 

sedang membawa dan atau menggunakan 

narkotika, maka pertanyaan besarnya 

apakah orang tersebut adalah pengedar 

narkotika atau pengguna narkotika. Sebagai 

pengedar (pelaku) narkotika tentunya dapat 

dikenai tindak pidana narkotika, tetapi 

sebagai pengguna narkotika dapat dilihat 

dalam perspektif korban narkotika yang 

berhak untuk memperoleh rehabilitasi.44 

Terkait dengan masalah tersebut dapat 

menggunakan panduan yang diberikan oleh 

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor: 04/Tahun 2010 

Tentang Penempatan Penyalahgunaan, 

Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu 

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi 

Medis Dan Rehabilitasi Sosial. 

SEMA tersebut secara khusus terkait 

dengan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Pasal 103 huruf a; “Hakim yang memeriksa 

perkara Pecandu Narkotika dapat: memutus 

untuk memerintahkan yang bersangkutan 

menjalani pengobatan dan/atau perawatan 

melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika 

tersebut terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana Narkotika; atau” (huruf b) 

“menetapkan untuk memerintahkan yang 

bersangkutan menjalani pengobatan 

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika 

Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana 

Narkotika”. 

Perlunya kehati-hatian terkait dengan 

klasifikasi sebagai korban di dalam sebuah 

tindak pidana disebabkan karena pada 

kenyataannya korban juga berperan dalam 

terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam 

hal:45 

Penegakan Hukum, 5 (2) Desember 2018 ISSN 

2355-987X (Print) ISSN 2622-061X (Online) 

DOI: http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2182, 

hlm. 62. 
45 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan 

Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2013, hlm 9. 
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1. Tindakan kejahatan memang 

dikehendaki oleh si korban untuk 

terjadi. 

2. Kerugian akibat tindak kejahatan 

mungkin dijadikan si korban untuk 

memperoleh keuntungan lebih besar. 

3. Akibat yang merugikan si korban 

mungkin merupakan kerja sama antara 

si pelaku dan si korban. 

4. Kerugian akibat tindak kejahatan 

sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada 

provokasi si korban. 

Beberapa kategori korban tindak pidana 

menurut Muladi adalah sebagai berikut:46 

1. Korban serta merta (unrelated victim), 

karena nasib. 

2. Korban yang turut memprovokatif 

(provocated victim). 

3. Korban yang turut mendorong, tanpa 

harus memprovokasi (precipative 

victim). 

4. Korban secara fisik lemah (biolocally 

week victim), seperti anak, wanita,orang 

cacat. 

5. Korban yang lemah secara sosial 

(socially week victim), misalnya 

kelompok imigran, minoritas. 

6. Korban politis (political victim). 

7. Korban latent, yakni mereka yang 

mempunyai karakter perilaku yang 

selalu menjadi korban (victimo nato). 

Pembentukan Badan Narkotika 

Nasional memerlukan waktu yang lama, 

bukan suatu badan yang “tiba-tiba” ada. 

Diawali dengan adanya Instruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 

Tentang Koordinasi Tindakan Dan 

Kegiatan Dari Dan Atau Instansi Yang 

Bersangkutan Dalam Usaha Untuk 

Mengatasi, Mencegah Dan Memberantas 

Masalah Pelanggaran. Instruksi President 

tersebut ditujukan kepada Kepala Badan 

Koordinasi Intelidjen Negara. Pada 

pokoknya isi dari Inpris tersebut adalah: 

 
46 Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), 

Muladi, Perempuan dalam Wacana Perkosaan, 

PKBI, Yogyakrata, 2013, hlm. 139-140. 
47 Badan Narkotika Nasional, Visi, 

https://bnn.go.id/profil/, diunduh hari Minggu 

tanggal 18 Agustus 2019. 

Pertama. Mengkoordinir tindakan-

tindakan dan kegiatan-kegiatan dari 

badan/Instansi jang bersangkutan dalam 

usaha untuk mengatasi, mentjegah dan 

memberantas masalah-masalah dan 

pelanggaran-pelanggaran jang timbul 

dalam masjarakat, jang langsung atau tidak 

langsung dapat menimbulkan gangguan 

keamanan dan ketertiban umum jang 

menggontjangkan masjarakat jang sangat 

merugikan dan menghambat pelaksanaan 

pembangunan seperti masalah-masalah 

uang palsu, penggunaan narcotika dan lain 

sebagainja. 

Kedua. Dalam penjelenggaraan 

kegiatan tersebut pada dictum PERTAMA 

Instruksi Presiden ini, apabila dipandang 

perlu dapat dibentuk suatu kelompok 

kerdja/operasionil jang terdiri dari instansi-

instansi jang mempunjai kemampuan, 

wewenang dan berhubungan dengan 

masalah tersebut. 

Visi BNN; “Menjadi Lembaga Non 

Kementerian yang profesional dan mampu 

menggerakkan seluruh koponen 

masyarakat, bangsa dan negara Indonesia 

dalam melaksanakan Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, 

Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di 

Indonesia”.47 

Struktur Susunan organisasi BNN 

terdiri atas:48 (1) Kepala, (2) Sekretariat 

Utama, (3) Deputi Bidang Pencegahan, (4) 

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 

(5) Deputi Bidang Pemberantasan,  (6)  

Deputi  Bidang  Rehabilitasi, (7) Deputi 

Bidang Hukum dan Kerja Sama, (8) 

Inspektorat Utama, (9) Pusat Penelitian, 

Data, dan Informasi, (10) Balai Besar 

Rehabilitasi, (11) Balai Diklat, (12) UPT 

Uji Lab Narkoba, dan (13) Instansi vertikal 

yang terdiri dari; (a) Badan Narkotika 

Nasional Provinsi (BNNP), dan (b) Badan 

48 Badan Narkotika Nasional, Struktur, 

https://bnn.go.id/profil/, diunduh hari Minggu 

tanggal 16 Agustus 2019. 
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Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 

(BNNK). 

Tindak pidana narkotika merupakan 

tindak pidana yang bersifat luar biasa 

karena tidak mengenal batas negara dan 

dilakukan oleh organisasi kejatahan 

internasional dengan sumber daya 

(manusia, dana, dan lain-lain) yang besar. 

Dengan demikian terjadinya tindak pidana 

narkotika bukan saja menjadi masalah bagi 

suatu negara, tetapi menjadi masalah 

bersama bangsa- bangsa di dunia. Untuk 

mengatasi masalah tersebut maka 

diperlukan adanya kerjasama internasional. 

Kerangka kerjasama internasional 

dalam rangka pemberantasan tindak pidana 

narkotika di Indonesia diimplementasikan 

salah satunya dalam bentuk pemberlakuan 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan 

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta 

Protokol Yang Mengubahnya.  Hal tersebut 

didasari dengan adanya kesadaran “bahwa 

meningkatnya kejahatan dan 

penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini 

dapat melemahkan ketahanan nasional 

bangsa Indonesia dalam melaksanakan 

pembangunan (Bagian Menimbang huruf 

a). “Bahwa Konvensi Tunggal Narkotika 

1961 beserta Protokol yang ubah Konvensi 

Tunggal Narkotika 1961 merupakan usaha 

bersama antara negara-negara untuk 

mencegah dan memberantas kejahatan 

narkotika (Bagian Menimbang huruf b). 

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 

(Single Convention on Narcotic Drugs, 

1961) merupakan hasil dari United Nations 

Conference for the Adoption of a Single 

Convention on Narcotic Drugs yang 

diselenggarakan di New York dari tanggal 

24 Januari sampai dengan tanggal 25 Maret 

1961, dan yang dibuka untuk 

penandatanganan pada tanggal 30 Maret 

1961. 

Setelah Konvensi tersebut diatas 

berjalan selama 11 (sebelas) tahun maka 

dirasa perlu untuk mengadakan perubahan 

terhadap konvensi tersebut. Pada tanggal 6 

Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 

1972 di Jenewa telah diselenggarakan suatu 

konperensi (United Nations Conference to 

consider Amendments to the Single 

Convention on Narcotic Drugs, 1961) yang 

menghasilkan Protokol yang Mengubah 

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 

(Protocol Amending the Single Convention 

on Narcotic  Drugs, 1961), dan yang dibuka 

untuk penandatanganan pada tanggal 25 

Maret 1972. 

Republik Indonesia telah 

menandatangani Konvensi tersebut di atas 

pada tanggal 28 Juli  1961 dengan 

mengajukan persyaratan (reservation) 

terhadap Pasal 48 ayat (2) tentang 

keharusan penyelesaian sengketa pada 

Mahkamah Internasional dan  mengajukan 

pernyataan (declaration) terhadap Pasal 40 

ayat (1) tentang negara-negara mana yang 

dapat menjadi peserta Konvensi, dan 

terhadap Pasal 42 yang mengatur tentang 

aplikasi territorial. Demikian pula Republik 

Indonesia telah menandatangani Protokol 

yang Mengubah Konvensi Tunggal 

Narkotika 1961 pada tanggal 25 Maret 

1972. 

Mengingat perkembangan dalam 

bidang politik dalam negeri Indonesia, 

maka pernyataan (Declaration) atas Pasal 

40 ayat (1) dan Pasal 42 tersebut di atas 

perlu ditarik kembali. 

Negara kita kini sedang membina 

masyarakat adil dan makmur. Untuk 

melaksanakan hal itu, diperlukan segenap 

tenaga dan fikiran dari tiap warga-negara 

Indonesia. Tujuan itu akan segera dapat 

tercapai apabila rakyat di dalam keadaan 

sehat jasmaniah dan rohaniah, bebas dari 

pengaruh jelek dari narkotika, obat 

perangsang, obat penenang dan minuman 

keras. 

Oleh sebab itu terutama pemakaian 

narkotika perlu diawasi dengan ketat dan 

perlu diadakan tindakan pencegahan 

terhadap penyalahgunaan narkotika dan di 

samping itu para pecandu narkotika 

(addicts) yang ada di negara kita perlu 

diberi perawatan dan pengobatan untuk 

kemudian direhabilitasi ke dalam 

masyarakat. Usaha-usaha perawatan dan 

pengobatan para pecandu narkotika dapat 



68 

 

Program Studi S2 Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara Bandung 

Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 9 No. 2 September 2019 Dodo S. Distorsi Penegakan ... 

dilaksanakan oleh Pemerintah atau badan 

swasta yang telah mendapat izin dari 

Menteri Kesehatan. 

Disamping itu juga ketentuan-ketentuan 

di dalam Konvensi Tunggal tersebut beserta 

Protokol yang mengubahnya pada 

umumnya tidak bertentangan dengan 

kepentingan-kepentingan Indonesia dan 

dengan demikian dapat diterima dan 

dipergunakan sebagai dasar untuk 

menyusun perundang-undangan nasional 

dalam bidang narkotika. 

Dalam kerangka bilateral, diplomasi 

anti-narkoba yang dilakukan oleh Indonesia 

adalah melakukan komunikasi secara 

intensif dengan negara-negara sahabat 

secara bilateral guna menyampaikan perihal 

ancaman narkoba yang semakin massif dan 

nyata di Indonesia, dan oleh karena itu perlu 

suatu pengertian yang bisa dipahami oleh 

negara-negara sahabat. Bahaya ancaman 

narkoba yang sudah menjadi keprihatinan 

masyarakat internasional, termasuk badan 

dunia PBB melalui UNODC (United 

Nations Office on Drugs and Crime), harus 

menjadi dasar bagi upaya bersama negara-

negara di dunia untuk memerangi peredaran 

gelap dan penyalahgunaan narkoba. Ini 

artinya, diplomasi yang dilakukan secara 

bilateral oleh Indonesia pada dasarnya, 

selain merupakan kepentingan nasional, 

juga merupakan bagian dari bentuk 

keprihatinan masyarakat internasional  akan 

bahaya ancaman narkoba.49 

Dalam kerangka kerjasama multilateral, 

upaya pemberantasan narkoba sudah tentu 

juga perlu ditingkatkan melalui diplomasi 

multilateral. Di sini, titik tekannya pada 

membangun kerja sama antarnegara secara 

multilateral, terutama melalui kerja sama 

antar-institusi atau pemangku kepentingan 

terkait, dalam pemberantasan peredaran 

gelap narkoba, karena tidak mungkin suatu 

negara dapat memberantas peredaran gelap 

narkoba yang sudah mendunia ini sendirian. 

Dalam pemberantasan peredaran gelap 

 
49 Simela Victor Muhamad, Diplomasi Anti- 

Narkoba, Info Singkat Hubungan Internasional 

Vol. VII, No. 05/I/P3DI/Maret 2015, hlm. 6. 

narkoba internasional, masyarakat 

internasional telah banyak membentuk 

kerja sama internasional, seperti melalui 

Interpol, Europol, ASEANAPOL, ASOD 

(ASEAN Senior Official on Drugs 

Matters), dan lain-lain. Selain tentunya 

melalui wadah Badan Anti-Narkoba PBB 

(UNODC). Dalam wadah atau forum 

multilateral tersebut biasanya dibahas 

berbagai upaya kerja sama untuk 

memberantas peredaran gelap narkoba 

dalam lingkup yang lebih luas, baik di suatu 

kawasan maupun tingkat global. 

Khusus ASEAN, saat ini negara-negara 

perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara 

ini tengah berupaya keras melakukan upaya 

memerangi peredaran narkoba, termasuk 

diantaranya memberlakukan hukuman mati 

bagi pelaku peredaran gelap narkoba. Hal 

ini sejalan dengan visi yang diusung 

bersama untuk membebaskan kawasan Asia 

Tenggara dari peredaran narkoba pada 

tahun 2015, meskipun hal itu tidak mudah 

dilakukan. 

Wadah atau forum multilateral  sudah  

tentu juga harus dimanfaatkan oleh 

Indonesia untuk membangun komunikasi 

yang intensif, selain bertukar pengalaman 

dan informasi, seputar upaya 

pemberantasan narkoba. Suatu forum yang 

juga tidak kalah penting yang dapat 

dilakukan oleh Indonesia adalah melalui 

jalur diplomasi antarparlemen. 

Memperhatikan aktivitas pertemuan 

antarparlemen selama ini, isu 

pemberantasan narkoba juga kerap menjadi 

bagian dari agenda yang dibahas. Bahkan 

untuk tingkat ASEAN, melalui AIFOCOM 

(AIPA Fact Finding Committee To Combat 

Drug Menace), parlemen negara negara 

anggota ASEAN yang tergabung dalam 

AIPA secara khusus membahas upaya 

pemberantasan narkoba di kawasan Asia 

Tenggara, yang hasil rekomendasinya nanti 

disampaikan kepada pemerintah masing-

masing. APPF (Asia Pacific Parliamentary 
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Forum), APA (Asian Parliamentary 

Assembly), dan berbagai forum 

antarparlemen lainnya, termasuk IPU 

(Inter-Parliamentary Union) juga kerap 

membahas isu pemberantasan narkoba. 

Diplomasi anti-narkoba yang dilakukan 

oleh Indonesia, harus memanfaatkan 

berbagai forum multilateral tersebut untuk 

penyampaian informasi tentang ancaman 

bahaya narkoba di Indonesia dan upaya 

serius Indonesia untuk mengatasinya. 

Indonesia harus terus berusaha 

mengkomunikasikan kepada masyarakat 

internasional bahwa bahaya ancaman 

narkoba merupakan salah satu musuh 

bersama yang harus diperangi secara 

bersama-sama. 

Penelitian ini menggunakan tujuh 

putusan perkara tindak pidana narkotika 

sebagai bahan perbandingannya. Ketujuh 

data studi kasus yang akan dianalisis pada 

penelitian ini diupayakan mempunyai 

unsur-unsur tindak pidana norkotika yang 

sama. Hal tersebut sangat penting dilakukan 

karena memang penelitian ini akan 

melakukan perbadingan putusan pengadilan 

untuk kasus narkotika dengan unsur-unsur 

yang sama. Hal tersebut dilakukan untuk 

mengetahui besaran disparitas yang terjadi 

diantara kasus-kasus tersebut, meskipun 

kasus-kasus yang dimaksud mempunyai 

unsur-unsur pasal yang sama. 

Ketujuh kasus/ perkara tersebut adalah 

perkara nomor: 65/Pid.Sus/2018/PN.Mjl, 

81/Pid.Sus/2018/PN.Mjl, 

123/Pid.Sus/2019/PNMjl, 

129/Pid.Sus/2018/PN-Mjl, 144/PID.Sus 

/2018/PN.Mjl, 145/PID.Sus/2018/PN.Mjl, 

dan 197/Pid.Sus/2018/PN Mjl. 

Dapat dipahami bahwa tuntutan pidana 

yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut 

Umum dengan Putusan Majelis Hakim pada 

perkara yang dimaksud selalu berbeda 

dimana Putusan Majelis Hakim selalu lebih 

rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum. Hal tersebut tidak terlepas dari 

jalannya persidangan itu sendiri dimana di 

dalam persidangan yang dimaksud akan 

disampaikan saksi-saksi yang terkait dan 

barang bukti yang menjadi dasar 

penuntutan perkara yang dimaksud. 

Dapat diketahui persamaan ketujuh 

perkara penyalahgunaan narkotika (jenis 

shabu) yang menjadi bahan studi kasus 

pada penelitian ini, yaitu: 

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

disusun secara alternatif. 

2. Berat barang bukti shabu kurang dari 1 

gram dengan harga pembelian oleh para 

terdakwa kurang dari dua juta rupiah. 

3. Pertimbangan yang memberatkan dari 

masing- masing Majelis Hakim perkara 

tersebut relatif sama. 

4. Pertimbangan yang meringankan dari 

masing- masing Majelis Hakim perkara 

tersebut relatif sama. 

Berdasarkan kesamaan-kesamaan 

tersebut maka ketujuh perkara terkait 

dengan penyalahgunaan narkotika jenis 

shabu ini layak untuk dikomparasikan 

putusannya satu dengan lainnya. Dapat 

diketahui bahwa Majelis Hakim yang 

memeriksa dan memutus perkara tersebut 

melakukan penilaian terhadap unsur-unsur 

pidana pada tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum. Apabila semua unsur-unsur pidana 

tersebut dapat dibuktikan terpenuhi, maka 

ketentuan pasal yang dimaksud dapat 

dibuktikan. 

Pada ke-tujuh perkara yang dimaksud. 

Kebenaran unsur-unsur pidana yang 

terdapat di dalam setiap perkara merupakan 

hasil analisis fakta-fakta dipersidangan 

dengan keterangan saksi-saksi, dimana 

diantara keduanya terdapat kesesuaian dan 

saling mendukung satu sama lainnya. 

Karena pada dasarnya tugas Majelis 

Hakim adalah membuktikan kebenaran 

unsur-unsur pidana yang terdapat di dalam 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka dapat 

diduga bahwa tugas tersebut tidak akan 

mengakibatkan disparitas putusan Majelis 

Hakim dibandingkan dengan putusan 

Majelis Hakim lainnya dengan “perkara” 

yang hampir sama karena setelah Majelis 

Hakim mempunyai keputusan tentang 

unsur-unsur tindak pidana yang dapat 

dibuktikan dipengadilan, maka beratnya 

putusan yang dijatuhkan oleh Majelis 
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Hakim akan didasarkan kepada beratnya 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 

Berdasarkan data pada bagian 

sebelumnya  diatas dapat diketahui 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum 

untuk kasus yang hampir sama 

substansinya ternyata dapat berbeda-

beda meskipun pasal yang 

digunakannya sama. Hal tersebut 

menunjukan tidak adanya konsistensi 

beratnya pidana penjara yang 

dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum 

untuk suatu tindak pidana (narkotika) 

yang sama unsur-unsur tindak 

pidananya. 

2. Proses pembuktian pada perkara-

perkara tersebut relatif sama, dengan 

demikian pertimbangan hukum Majelis 

Hakim pada perkara-perkara yang 

dimaksud relatif sama juga. 

3. Banyaknya barang bukti bukan menjadi 

pertimbangan utama berat-ringannya 

putusan pidana yang dijatuhkan oleh 

Majelis Hakim kepaa terdakwa. 

4. Pada umumnya putusan Majelis Hakim 

pada perkara-perkara yang dimaksud 

lebih ringan dibandingkan dengan 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 

Apabila dirata-ratakan, maka 

pengurangan putusan pengadilan 

tersebut berkisar sekitar 1/3 lamanya 

tahanan sebagaimana yang diminta oleh 

Jaksa Penuntut Umum melalui 

tuntutannya. Hal tersebut menunjukan 

konsistensi putusan Majelis Hakim 

meskipun “personil” Majelis Hakim 

tersebut berbeda-beda. 

Sebagai contoh secara umum diketahui 

bahwa Jaksa Penuntut Umum Komisi 

Pemberantasan Korupsi mempunyai 

standar bahwa apabila putusan Majelis 

Hakim kurang dari 2/3 tuntutan Jakasa 

Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut 

Umum pada Komisi Pemberantasan 

Korupsi tersebut diharuskan untuk 

mengajukan banding terhadap putusan yang 

dimaksud. Hal tersebut berlaku juga bagi 

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan. 

Diketahui bahwa apabila putusan Majelis 

Hakim kurang dari ½ tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut 

Umum tersebut diharuskan untuk 

mengajukan banding. 

Terkait dengan putusan perkara yang 

menjadi contoh (studi kasus) pada 

penelitian ini, semua putusan Majelis 

Hakim, meskipun lebih rendan dari tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak ada 

yang lebih rendah dari ½ tuntutan Jaksas 

Penuntut Umum. Dengan demikian Jaksa 

Penuntut Umum “tidak mempunyai alasan” 

untuk mengajukan banding terhadap 

putusan Majelis Hakim yang dimaksud. 

Di dalam hukum acara pidana 

(KUHAP) tidak ada pengaturannya apakah 

putusan Majelis Hakim tersebut boleh lebih 

berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

atau tidak. Tetapi pada kenyataannya; 

putusan Majelis Hakim tingkat pertama 

pada umumnya akan lebih rendah dari 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kemudian 

putusan Majelis Hakim tingkat banding 

akan menguatkan putusan tersebut, 

mengoreksi putusan tersebut, atau 

mencabut (membatalkan) putrusan tersebut. 

Sedangkan putusan Majelis Hakim tingkat 

kasasi sudah beberapa kali terjadi 

putusannya lebih berat dari putusan Majelis 

Hakim dari tingkatan pengadilan yang lebih 

bawah, bahkan putusan Majelis Hakim 

tingkat kasasi tersebut sudah beberapa kali 

lebih berat, bahkan jauh lebih berat dari dari 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal 

tersebut disebut sebagai putusan ultra 

petita. 

Tentang apakah sebuah putusan Majelis 

Hakim boleh atau tidak boleh bersifat ultra 

petita, maka hal tersebut dapat diuraikanb 

bahwa tidak ada ketentuan di dalam hukum 

acara pidana di Indonesia yang “melarang” 

putusan Majelis Hakim yang bersifat ultra 

petita. Karena tidak dilarang, maka dapat 

dipastikan bahwa putusan Majelis Hakim 

yang bersifat ultra petita tersebut tidak 

bertentangan dengan hukum. 

Terkait dengan judul penelitian ini, dan 

berdasarkan beberapa putusan Majelis 

Hakim yang dianalisis sebagai bahan studi 

banding penelitian ini, peneliti tidak 
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menemukan adanya putusan Majelis Hakim 

yang bersifat ultra petita. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat 

adanya potensi disparitas putusan 

pengadilan terkait dengan beberapa tindak 

pidana narkotika yang unsur-unsur 

pidananya sama atau hampis sama. Hal 

tersebut patut diduga secara wajar akan 

mempengaruhi secara langsung proses 

penegakan hukum terkait dengan masalah 

narkotika tersebut. Bahwa dengan demikian 

disparitas putusan pengadilan terkait 

dengan tindak pidana narkotika yang 

hampir sama unsur-unsur tindak pidananya 

tersebut dapat menjadi penyebab adanya 

distorsi proses penegakan hukum itu 

sendiri. Yang dimaksud dengan distorsi 

penegakan hukum tersebut adalah karena 

para pelaku tindak pidana narkotika yang 

kemudian didakwa dengan suatu pasal 

tertentu akan mempunyai “harapan” untuk 

dihukum dengan hukuman yang seringan- 

ringannya karena sudah ada “contoh” 

bahwa hukuman terkait dengan tindak 

pidana narkotika tersebut yang relatif 

ringan. 

Disparitas tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum atau disparitas putusan Majelis 

Hakim terkait suatu tindak pidana narkotika 

memberikan ruang dan peluang bagi pelaku 

tindak pidana narkotika dan oknum aparat 

penegak hukum untuk melakukan 

“kerjasama yang dilarang” dalam hal 

“pengaturan” berat ringannya tuntutan atau 

putusan pidana yang dimaksud. Hal 

tersebut harus secara khusus diwaspadai 

karena pada kenyataannya para pelaku 

tindak pidana narkotika berbeda dengan 

pelaku tindak pidana lainnya dalam hal 

kemampuan dalam bidang dinansialnya 

yang relatif “luar biasa besarnya”. Hal 

tersebut sebagai akibat langsung dari 

peredaran narkotika itu sendiri yang 

melibatkan uang dalam jumlah yang sangat 

besar. 

Adalah benar Majelis Hakim dengan 

pertimbangan dan hati nuraninya 

dimungkinkan memberikan putusan yang 

berbeda untuk beberapa tindak pidana 

narkotika yang hampir sama. Tetapi 

pertanyaannya adalah apakah Jaksa 

Penuntut Umum mempunyai kebebasan 

yang sama dengan Majelis Hakim dalam 

hal menentukan besarnya tuntutan pidana 

bagi terdakwa pelaku tindak pidana 

narkotika dimana unsur-unsur pasalnya 

sama atau hampir sama?. 

Dengan teori negara hukum 

penanganan tindak pidana narkotika yang 

menjadi studi kasus penelitian ini dapat 

dilihat sebagai sesuai dengan hukum karena 

dilaksanakan sebagaimana hukum 

mengaturnya. Terhadap tindak pidana 

narkotika di Indonesia selain diatur menurut 

ketentuan hukum pidana materil dan hukum 

pidana formil pada umumnya, diatur juga 

menurut peraturan perundang-undangan 

yang secara  khusus mengatur hal tersebut 

(undang-undang narkotika). 

Sedangkan dilihat menurut perspektif 

teori negara hukum Pancasila yang menjadi 

middle theory penelitian ini, 

penyalahgunaan narkotika yang kemudian 

menjadi tindak pidana narkotika merupakan 

suatu tindakan yang tidak sesuai sehingga 

bertentangan dengan sila-sila yang terdapat 

di dalam Pancasila. 

Penyalahgunaan narkotika bertentangan 

dengan sila pertama Pancasila, yaitu; 

“Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena setiap 

warga negara Indonesia wajib memeluk 

suatu agama atau kepercayaan tertentu. 

Tidak diperkenankan penganut atheis untuk 

menjadi warga negara Indonesia. 

Sementara itu diketahui bahwa tidak ada 

agama yang ada di Indonesia dan atau 

kepercayaan yang ada di Indonesia yang 

membenarkan para penganutnya untuk 

melakukan tindakan penyalahgunaan 

narkotika dengan alasan apa pun. 

Tindakan penyalahgunaan narkotika 

juga dapat dilihat sebagai sebuah tindakan 

yang bertentangan dengan sila kedua 

Pancasila, yaitu; “Kemanusiaan yang adil 

dan beradab”. Hal tersebut disebabkan 

karena perilaku para pengguna narkotika 

dapat dilihat sebagai perilaku yang tidak 

beradab karena tidak sesuai dengan budaya 

masyarakat Indonesia. Penyalahgunaan 

narkotika dilihat dengan menggunakan 
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perspektif sila ketiga Pancasila, yaitu; 

“Persatuan Indonesia”, dapat dilihat sebagai 

sebuah tindakan yang dapat mengancam 

persatuan Indonesia karena dapat 

menimbulkan tindakan anarkis yang 

menjadi pemicu perpecahan antar 

masyarakat Indonesia yang majemuk 

(heterogen). 

Sedangkan apabila dilihat dengan 

mempergunakan perspektif penegakan 

hukum yang menjadi apply theory 

penelitian ini, proses penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana narkotika 

sebagaimana yang dimaksud pada tujuh 

perkara yang menjadi studi kasus penelitian 

ini adalah merupakan suatu keharusan 

dalam rangka penegakan hukum di sebuah 

negara hukum Indonesia. 

Meskipun secara teori Majelis Hakim 

yang memeriksa dan memutus perkara 

tindak pidana narkotika mempunyai 

kebebasan berdasarkan pertimbangannya 

dan hati nuranya dalam hal menjatuhkan 

putusan pidananya, tetapi pada 

kenyataannya putusan Majelis Hakim 

tersebut sesalu terkait dengan tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum itu sendiri. Terkait 

dengan hubungan antara putusan Majelis 

Hakim dengan tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum di dalam sebuah perkara tindak 

pidana narkotika, peneliti berdasarkan hasil 

penelitian ini dapat mengidentifikasi 

hubungannya yang dipengaruhi olehy dua 

faktor utama, yaitu faktor objektif, dan 

faktor subjektif. 

Faktor objektif yang dapat dianalisa 

oleh peneliti di dalam penelitian ini terkait 

dengan hubungan antara tuntutan pidana 

Jaksa Penuntut Umum dengan putusan 

Majelis hakim di dalam perkara tindak 

pidana narkotika yang menjadi studi 

banding penelitian ini adalah dalam hal 

penerapan pasal yang terdapat di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

yang dilanggar oleh terdakwa. 

Dalam hal ini penentuan pasal-pasal 

yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana 

narkotika ditentukan oleh Jaksa Penuntut 

Umum secara objektif, dalam artian bahwa 

penerapan pasal tindak pidana narkotika 

tersebut secara objektif dikaitkan dengan 

tindak pidana narkotika yang dilakukan 

oleh terdakwanya itu sendiri. 

Karena penentuan pasal-pasal yang 

dilanggar oleh pelaku tindak pidana 

narkotika tersebut dilakukan secara objektif 

oleh pihak Jaksa Penuntut Umum, maka 

hasil pembuktian di persidangan juga 

menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih 

dapat diprediksi. Tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum yang bersifat objektif tersebut 

(dalam hal penerapan pasal-pasalnya) dapat 

dengan mudah diakuisisi oleh Majelis 

Hakim yang memeriksa dan memutus 

perkara yang dimaksud untuk dijadikan 

dasar pengambilan putusannya. Hal 

tersebut disebabkan karena pembuktian 

kebenaran unsur-unsur pasal yang 

dimaksud (dalam hal terpenuhi atau tidak 

terpunuhi) menjadi mudah untuk dilakukan 

di dalam proses persidangan. 

Sementara itu faktor subjektif yang 

terdapat di dalam tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum adalah besarnya (beratnya) 

hukuman pidana terkait dengan pasal suatu 

tindak pidana narkotika tertentu dimana di 

dalam pasal yang dimaksud ditentukan 

maksimal hukuman pidananya, tanpa 

menentukan minimal hukuman pidananya. 

Dalam hal ini sangat dimungkinkan untuk 

suatu pelanggaran yang sama dapat dikenai 

tuntutan hukuman pidana yang berbeda-

beda. 

Perbedaan besarnya (beratnya) tuntutan 

pidana terkait dengan suatu pasal tindak 

pidana narkotika dapat dipengaruhi oleh 

berbagai sebab baik yang bersiafat internal 

maupun yang bersiafat eksternal. Dengan 

kata lain faktor-faktor yang mempengaruhi 

besarnya tuntutan pidana tersebut bersaifat 

kompleks. 

Yang dimaksud dengan faktor-faktor 

internal disini adalah faktor-faktor internal 

yang berasal dari lingkungan Jaksa 

Penuntut Umum itu sendiri, misalnya; 

adanya perintah pimpinan untuk menuntut 

pelaku tindak pidana narkotika dengan 

pidana yang relatif lebih berat dari biasanya 

karean tindak pidana narkotika menunjukan 
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peningkatan yang sangat berarti. Adapun 

faktor- faktor internal yang dimaksud disini 

adalah karena adanya unsur “paksaan” dari 

pihak-pihak diluar institusi Jaksa Penuntut 

Umum itu sendiri yang menghendaki 

tuntutan pelaku tindak pidana narkotika 

dipidana maksimal. Pihak-pihak yang 

dimaksud misalnya adalah; LSM, Ormas, 

atau yayasan/lembaga yang kegiatannya 

terkait dengan upaya-upaya pemberantasan 

atau penanggulangan bahasa narkotika 

terhadap masyarakat. 

Pada umumnya “tekanan” yang 

dilakukan oleh pihak-pihak eksternal 

institusi Jaksa Penuntut Umum dilakukan 

dengan memanfaatkan media masa untuk 

membangun opini publik sesuai dengan 

keinginannya. Opini public tersebut saat ini 

sangat efektif dibangun melalui berita yang 

tersebar di media sosial. Dengan kata lain 

media sosial adalah sarana yang efektif dan 

efisien untuk membangun opini publik, 

baik yang bersifat konstruktif, maupun 

yang bersifat destruktif. 

Hal tersebut “didukung” oleh adanya 

kenyataan bahwa masih banyak masyarakat 

pengguna media sosial yang belum dapat 

membedakan antara berita yang benar 

dengan berita yang tidak benar (hoax). Hal 

tersebut lebih “diperparah” lagi dengan 

adanya “kebiasaan” warganet (menggiat 

media sosial) untuk menyebarkan kembali 

berita yang diterimanya tanpa terlebih 

dahulu melakukan pemeriksaan apakah 

berita tersebut benar atau tidak. 

“Kebiasaan” forward atau share berita yang 

belum diperiksa kebenarannya tersebut 

dalam kadar tertentu menjadi sarana bagi 

penyebaran berita hoax di Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas dapat 

dipahami bahwa penyelarasan pemahaman 

faktor objektif dan faktor subjektif di dalam 

sebuah persidangan tindak pidana narkotika 

diantara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis 

Hakim menjadi hal yang penting agar 

disparitas putusan pengadilan terkait 

dengan perkara tersebut dalam kadar 

tertentu dapat dikurangi. 

Faktor subjektif di dalam tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum dan Putusan Majelis 

Hakim pada perkara tindak pidana 

narkotika terdapat di dalam penentuan 

besarnya (beratnya) pidana yang harus 

dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika tersebut. Adalah benar 

berdasarkan pertimbangannya dan hati 

nuraninya, Majelis Hakim mempunyai 

kebebasan untuk menjatuhkan pidana 

kepada pelaku tindak pidana narkotika. 

Dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim 

dan hati nurani Majelis Hakim dapat 

menentukan berat ringannya hukuman 

terhadap pelaku tindak pidana narkotika. 

Hal yang kurang lebih sama berlaku 

juga bagi Jaksa Penuntut Umum di dalam 

menentukan berat ringannya pidana yang 

dimintakan untuk dijatuhkan kepada pelaku 

tindak pidana narkotika. Pertimbangan dan 

penilaian berdasarkan hati nurani tersebut 

berpotensi berbeda dari satu  tempat ke 

tempat lainnya. Berbeda dari satu waktu ke 

waktu yang lainnya, dan berbeda dari satu 

kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. 

Untuk mengatasi berbagai perbedaan 

tersebut, dapat diupayakan jalan keluarnya 

dengan memanfaatkan data tuntutan atau 

putusan suatu tindak pidana narkotika yang 

sama dimasa yang lalu. 

Dengan kalimat yang lebih sederhana, 

tuntutan atau putusan pidana terhadap suatu 

tindak pidana narkotika dapat didasarkan 

kepada putusan- putusan sejenis terdahulu 

yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap (mengikat),  untuk kemudian terhadap 

putusan-putusan tersebut dicarikan rata-

ratanya atau kecenderungannya. Dengan 

demikian diharapkan disparitas putusan 

terkait dengan suatu tindak pidana 

narkotika yang sama atau hampir sama 

dapat dihindari. Dengan adanya 

keseragaman putusan tersebut diharapkan 

dapat menghadirkan kepastian hukum di 

dalam masyarakat. 

  

IV. KESIMPULAN 

Dirparitas putusan tindak pidana 

narkotika dalam studi kasus penelitian ini 

disebabkan oleh disparitas tuntutan 

pidananya itu sendiri. Disparitas putusan 
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tindak pidana narkotika mendistorsi proses 

penegakan hukum karena dapat 

menimbulkan ketidak pastian hukum dan 

memberi peluang kepada aparat penegak 

hukum untuk memanfaatkan hal tersebut 

untuk kepentingannya sendiri dengan cara-

cara yang melanggar hukum. 

Salah satu solusi untuk mengatasi 

masalah distorsi penegakan hukum yang 

disebabkan oleh adanya disparitas putusan 

tindak pidana narkotika adalah dengan cara 

menentukan batas bawah dan batas atas 

tuntutan atau putusan pidana untuk suatu 

tindak pidana narkotika tertentu yang secara 

umum sering terjadi berdasarkan putusan 

sama yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Penentuan batas bawah 

dan batas atas tuntutan atau putusan itu pun 

harus disertai dengan pengecualian-

pengecualian yang mungkin timbul 

disebabkan oleh sifat yang khas dari suatu 

kasus tindak pidana narkotika tertentu yang 

berbeda dengan kasus-kasus lainnya. 
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